SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan pengeluaran
untuk keadan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak
dapat dircncanakan sebelumnya dianggarkan belanja tidak
terduga,;

bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan
pengelolaan belanja tidak terduga perlu menyusun pedoman
pengelolaannya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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10.
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13,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan ) Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tmambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6673);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
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Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2017, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan  Alokasi Anggran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daecrah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan



Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 1);

24.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021
Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

12,

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak selaku bendahara umum darah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran,
pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran.

Pengguna Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Fungsional yang
selanjutnya disebut PA-SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai anggaran
belanja tidak terduga dan /atau SKPD yang bertindak selaku SKPKD.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana non alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

RKB yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar
kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan,



dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang
melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.

15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dan
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD,
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiyaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/berndahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran.

19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya dsingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penertiban surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan
angaran SKPD kepada pihak ketiga.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen
lain yang dipersamakan.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara
(KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan Belanja
Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga
yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib,efisien, ekonomis, efektif,
transfaran, dan bertangging jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria Belanja Tidak Terduga;

b. pengelola Belanja Tidak Terduga;

c. penganggaran Belanja Tidak Terduga;

d. pelaksanaan dan penatausahaan;

c. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga;



tim verifikasi Belanja Tidak Terduga; dan
pemonitoran dan evaluasi.

BAB III
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5

Belanja  Tidak  Terduga  merupakan pengeluaran anggaran atas

beban APBD  untuk  keperluan  darurat termasuk  keperluan

mendesak yang udak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja  Tidak  Terduga schagaimana  dimaksud pada  ayat (1)

merupakan belanja yang diperuntukan bagi :

a. keadaan darurat;

b. keperluan mendesak;

¢. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keadaan darurat secbagaimana  dimaksud  pada ayat (2)
huruf a meliputi :
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

c. kerusakan sarana/ prasarana = yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik;

d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi
korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat
hunian sementara.

(4) Keperluan  mendesak scbagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf

@]

b mcliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat  yaitu belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh Pemerintah  Dacrah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan scetiap bulan dalam tahun  anggaran berkenaan,
seperti - belanja pegawal meliputi pembayaran kekurangan gaji dan
lunjangan serta belanja  barang dan  jasa meliputi pembayaran
telepon, air, listrik dan internet,;

c. belanja yang bersifat  wajib yaitu belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat  sepert pendidikan, kesehatan,

melaksanakan  kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran
pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan
kewajiban  lainnya  sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

e. pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda
akan  menimbulkan  kerugian  yang lebih besar  bagi

Pemerintah Dacrah dan/ atau masyarakat.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya scbagaimana dimaksud pada

ayal (2) hurul ¢ adalah pengembalian atas kelebihan
pembayvaran atas penerimaan  daerah  yang bersifat tidak

berulang vang terjadi pada tahun sebelumnya



dan/ atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan
adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan
kepada pihak ketiga.

BAB IV
PENGELOLA BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6

Belanja Tidak Terduga dikelola oleh :

a. PA-SKPKD:;

b. PA-SKPD Fungsional.

Pasal 7

(1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak
Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program,
kegiatan,sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada
angearan SKPD;

b. menyvusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja
Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;

c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait
Belanja Tidak Terduga,;

d. melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk
keperluan tanggap darurat, kecadaan darurat, dan mendesak
berdasarkan  usulan RKB  dari PA-SKPD  Fungsional sesuai
ketentuan vang berlaku, dan

e. Memerintahkan  kepada  bendahara  pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak
Terduga.

(2) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit
kerja dan  pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan
ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hurufl a.

(3) PA-SKPKD  memberikan  tugas kepada bendahara pengeluaran
SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada wunit kerja untuk
rnelaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga.

(4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan
Keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat
penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8
(1) PA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

dan huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menvusun  RKB vang diusulkan kepada  bendahara umum
daerah untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai  dasar
Keputusan Bupati tentang, Penctapan Besaran Alokasi

Anggaran Belanja  Tidak Terduga;
b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
sesuai ketentuan vang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;

c. bhertindak sehagai pejabat pembuat kornitmen dalam
rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
d. bertanggungjawab  penuh secara f1sik dan keuangan

terhadap akibat  hukum dari anggaran yang dikelola di PA-SKPD
Fungsional dengan menandatangani surat  pertanggungjawaban
mutlak;



e. meclaksanakan  pembukuan  tersendiri  terkait dana dari
hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;

f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku
kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah dan  PA-SKPKD;

g. menyvimpan bulkti vang sah sebagai dokumen
pertangeungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;

h. mclaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak  Terduga
scsual dengan ketentuan yang berlaku; dan

i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh  Bupati sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurul a, PA-SKPD Fungsional melakukan perubahan RKB.

(3) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup
SKPD fungsional untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan
darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

(5) PA-SKPD Fungsional menunjuk bendahara pengeluaran SKPD  sebagai
bendahara  Belanja Tidak  Terduga untuk melaksanakan fungsi
perbendaharaan dan membuka  rckening  khusus  Belanja  Tidak

Terduga yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 9

(1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub  Kegiatan Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak dengan Sub Rincian Objek Belanja Tidak
Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 10

(1) Penggunaan Belanja Tidak  Terduga dapat dibebankan secara
langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan
melalul proses pergeseran anggaran dari  rekening Belanja Tidak
Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.

(2) Pergescran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan menyampaikan
DPRD.

(3] Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan
pada SKPD sclaku  SKPKD  tidak cukup tersedia, penyediaan
dana dilaksanaka dengan refocussing anggaran melalui
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11
Penggunaan Belanja  Tidak Terduga melalui pembebanan secara

langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk :



A

belanja kebutuhan  keadaan darurat/tanggap darurat bencana
alam/non bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
pengembalian atas  kelebihan penerimaan daerah  tahun-tahun
sebelumnya; dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 12
Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses
perecseran anggaran dari rekening  Belanja Tidak  Terduga ke

program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan

untuk keperluan mendesak.

Pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

cara sebagai berikut:

a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam
rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;

L. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar
untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD; dan

c. Dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sebelum  perubahan APBD, dilakukan dengan
cara melakukan perubahan terhadap Peraturan  Bupati tentang
Penjabaran APBD  tahun berkenaan sebagai dasar
pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan
dacrah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sectelah perubahan APBD  ditetapkan, maka dilaporkan

dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengajuan  Belanja Tidak  Terduga untuk kebutuhan keadaan
darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a.

Bupati  menetapkan status tanggap darurat untuk bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial,
kejadian  luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

berdasarkan penectapan status dan/atau dokumen lain
sesual ketentuan  peraturan perundang-undangan, kepala
SKPD vang membutuhkan  sesual dengan  tugas dan fungsi
mengajukan RKB kepada PPKD sclaku bendahara umum daerah yang
telah dahului diverifikasi oleh Tim Verifikasi,

tim verifikasi melaksanakan kegiatan verifikasi atas usulan RKB dari
SKPD:;

Inspektorat melaksanakan kegiatan reviu usulan RKB dari SKPD;
bendahara pengeluaran SKPKD / bendahara pengeluaran pembantu
berdasarkan laporan hasil verifikasi RKB menerbitkan SPP,  SPM-
LS/TU:

PPKD selaku bendahara umum daerah berdasarkan SPP, SPM-LS/TU
menerbitkan SP2D-LS/TU; dan



g. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat
dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan ditransfer ke rekening
bendahara pengeluaran SKPD atau rekening khusus Belanja Tidak
Terduga pada SKPD .

Pasal 14

Pengajuan  Belanja Tidak  Terduga untuk kebutuhan keadaan

mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam  rencana kerja dan
anggaran SKPD yang membidangi keuangan daerah;

b. dalam  hal anggaran  belum  tercukupi, penggunaan Belanja Tidak
Terduga terlebih  dahulu diformulasikan dalam  perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran SKPD;

c. pengajuan Belanja Tidak Terduga meclalui pergeseran anggaran
untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;

d. rencana kerja dan anggaran scbagaimana dimaksud pada huruf c
discrtai dokumen pendukung keperluan mendesak;

e. pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh
SKPD  kepada Bupati untuk diverilikasi oleh tim anggaran
pemerintah daerah;

f. hasil verifikasi  vyvang telah  disetujui tim anggaran pemerintah
dacrah ditindak lanjuti dengan  pergeseran anggaran  melalui
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan

g. mckanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengeluaran Belanja  Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian
atas  kelebihan penerimaan dacrah  tahun-tahun sebelumnya dilengkapi
dengan bukti-bukti yang sah.

(2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari

a. sural permintaan pengembalian;

L. surat permohonan;

. bukti penyetoran;

d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;

f.  hasil pemeriksaan Inspektorat;

g. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan

h. keputusan pengadilan.

(3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan
pengembalian oleh SKPD.

(4) Pengembalian  atas kelebthan penerimaan melalui  Belanja
Tidalk Terduga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupatl.



(5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

(1) Dokumen pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga terdiri dari
a. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPKD sebagai
SKPD tempat anggaran Belanja Tidak Terduga; dan
b. dokumen pertanggungjawaban vang disimpan di PA-SKPD
Fungsional sebagai SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan dari
Belanja Tidak Terduga.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

huruf a, terdiri dari :

a. RKB vang diusulkan olch  PA-SKPD Fungsional dan RKB hasil
verifikasi tim;

b. Keputusan Bupalti tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga atau
salinannva;

c. sural pertanggungjawaban mutlak secara formal dan material
terhadap akibat hukum sesuai dengan RKB yang diusulkan;

d. SPP dan SPM sesuai RKB yang telah diverifikasi,

e. laporan realisasi penggunaan RKB;

f. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya;
dan

o. fotocopi rekening koran Belanja Tidak Terduga.

(3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari :
a. bukti asli yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b, buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya,
dan

c. buku rekening koran asli terkait Belanja Tidak Terduga.
Pasal 17

PA-SKPD Fungsional melaporkan secara berkala kepada Bupa.tl melalui
SKPKD terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII
TIM VERIFIKASI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 18

(1) Bupati  membentuk dan menctapkan Tim Verifikasi Belanja Tidak
Terduea atas RKEB.

(2) Tim  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
memverifikasi RKB penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga.



BAB IX
PEMONITORAN DAN EVALUASI
Pasal 19

(1) SKPD melakukan pemonitoran dan evaluasi atas penggunaan
Belanja Tidak Terduga.

(2) Inspcktorat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap
pelaksanaan kegiatan vang berasal dari Belanja Tidak
Terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

pada tanggal (g Me

2021

BUPATI] ROKAN HILIR,
ttd
SUYATNO

Diundangkan di Bagansapiapi
pada tanggal 9o M®
2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd
M. JOB KURNIAWAN
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